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	Perlindungan terhadap saksi maupun korban suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang
mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu tindak pidana serta mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh setiap korban
termasuk korban penyandang disabilitas yang mengalami kasus pemerkosaan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalahuntuk menjelaskan kronologis dan dampak korban pemerkosaan serta menjelaskan tanggung
jawab pemerintah dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas yang diperkosa dan hambatan yang dihadapi pemerintah
dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang mengalami korban pemerkosaan.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan guna kelengkapan sekunder dengan cara
menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori yang ada hubungannya dengan penyandang disabilitas yang
mengalami kasus pemerkosaan, dan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, kronologis terjadinya tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas yang terjadi pada HM
dilakukan oleh  pamannya karenapelaku merasa cukup aman untuk melakukan kekerasan seksual kepada HM dikarenakan korban
tidak mengerti dan lebih mudah dirayu akibat faktor mental korban yang tidak sempurna. Upaya pemerintah untuk menganggulangi
terjadi nya kasus pemerkosaan disabilitas yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban
pemerkosaan dengan cara pemenuhan hak-hak korban sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Perlindungan hukum
yang diberikan pemerintah terhadap korban dalam proses penanganan proseslitigasi bertujuan agar pelaku dapat
memepertanggungjawabkan perbuatannya dan menjatuhkan hukuman pemberat pada pelaku tindak pidana pemerkosaan
penyandang disabilitas, serta perlindungan hukum non-litigasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban seperti pelayanan
medis, fasilitas rehabilitas, dan shalter rumah aman bagi korban perkosaan.Namun didalam upaya nya pemerintah masih
mendapatkan hambatan dalam proses pemenuhan perlindungan tersebut.
	Disarankan kepada pemerintah melalui institusi penegak hukum ataupun lembaga-lembaga pemerintah haruslah lebih proaktif lagi
dalam hal melihat persoalan-persoalan korban pemerkosaan ini atau lebih kepada perspektif korban yang harus dilindungi.
